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Abstrak: Penelitian ini bertujan untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya
dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Pasaman.
Penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pengelolaan hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya yang beralamat di J1. Tuanku Rao
No.4b, Durian Tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 26318. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data yang
digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menggunakan
3 indikator peran diantaranya peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif.
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Abstract: This research aims to determine the role of the Pasaman Raya Protected Forest
Management Unit (KPHL) in empowering gallo-galo honey bees in the Social Forestry
Business Group (KUPS) in Pasaman Regency. The research was carried out at the
Pasaman Raya Protected Forest Management Unit (KPHL) located at JI. Tuanku Rao
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Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, yang mencakup
sekitar 125,8 juta hektar atau 62,97% dari total wilayah daratannya. Kawasan hutan ini
terbagi menjadi tiga fungsi utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam
menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan masyarakat. Fungsi tersebut
adalah Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta hektar atau 54,71% dari total hutan, yang
dimanfaatkan untuk kegiatan produksi kayu dan hasil hutan lainnya; Hutan Konservasi
(HK) dengan luas 27,4 juta hektar atau 21,79%, yang berfungsi sebagai kawasan
perlindungan keanekaragaman hayati; serta Hutan Lindung yang mencakup 29,57 juta
hektar atau 23,51% dari kawasan hutan. Fungsi utama hutan lindung adalah melindungi
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mencegah erosi serta degradasi tanah (Pemerintah
Indonesia, 2022) (Rohman, 2024a).

Kawasan hutan menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam memberikan udara
segar di lingkungannya. Hal tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan dan jauh
dari polusi (udara kotor) yang dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Tentunya
ini menjadi kewajiban negara dalam menjaga dan mempertahankan kawasan tersebut,
karena akan berdampak pada kehidupan disebuah negara (Bakri, 2024a). Pentingngya
legalitas dan perlindungan kawasan hutan dalam suatu wilayah pada suatu negara
sehingga akan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah maupun masyarakat
itu sendiri. Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup luas di setiap pulau dinusantara.
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keadaanya sebagai hutan tetap (Undang Undang
Republik Indonesia No.41 /1999).

Sesuai dengan tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
dalam meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi
perekonomian nasional, dinas kehutanan memiliki peran sebagai penyuluh dimana
peyuluhan merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku usaha agar mau, mampu
menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, permodalan dan
sumberdaya lainnya (Bahmid, 2024a). Apa yang telah diterangkan diatas merupakan upaya
untuk meningkatkan efesiensi, produktifitas, kesejahteraan, pendapatan dan meningkatkan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (KLHK 2020-2024).

Kawasan hutan banyak dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, saat ini telah
mengalami kerusakan dan alih fungsi hutan yang menimbulkan keprihatinan baik secara
nasional maupun internasional (Bakri, 2024b). Secara indikatif, kawasan hutan dan lahan
yang mengalami kerusakan dan perlu rehabilitasi seluas 116,376,01 Ha lahan kawasan
hutan. Dengan merosotnya wilayah hutan di Indonesia karena kurangnya pengawasan dan
lemahnya kebijakan dalam pengimplementasiannya oleh pemerintah di setiap daerah.
Maka, perlunya peningkatan dan pengawasan hutan secara bersama (Sesanti, 2011).
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Posisi KPH merupakan ujung tombak pengelolaan hutan pada level tapak sehingga
sangat memungkinkan bagi KPH membangun kerja sama yang intensif dengan masyarakat
setempat. Potensi sumber daya manusia yang dimiliki KPH juga akan mampu
mendayagunakan keahliannya dalam pendampingan masyarakat. Peran KPH dalam
pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah dijelaskan oleh Setyarso et al. (2014) dengan
dasar teori kolaborasi dari Himmelman (1994). Berbagai peran disematkan pada KPH
diantaranya sebagai penggagas, katalis, pemberi asistensi teknis, pembangun kapasitas,
fasilitator, dan mitra bagi masyarakat pengelola hutan di kawasan hutan Negara. Berbagai
peran tersebut perlu dikonfirmasi dari sisi KPH, salah satunya dapat dilihat dari pergeseran
sikap KPH (Dove, 1995) menuju sikap ideal yang telah dirumuskan Campbell (1997).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPHL Pasaman Raya Nomor.
522.4/276/KPHL-PR/2024, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
disekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha perhutanan sosial, kemudian dalam
rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelembagaan Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya
memiliki beberapa peran, di antaranya: melindungi dan mengamankan hutan,
mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan
iklim, pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan, bimbingan teknis dalam
mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial (Bahmid, 2024b).

Metodologi

Jenis penelitian ini kualitatif dan menggunakan metodologi deskriptif. Menurut
definisi Sugiyono (2013), penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai metode penelitian
yang mengkaji kondisi suatu objek secara alamiah, dalam pendekatan ini peneliti berperan
sebagai instrumen utama yang terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber
data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang
digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Pembahasan

Untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman
Raya dalam pemberdayaan leah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS) di Kabupaten Pasaman, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh
Soekanto (2001:242) dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dari informan peneliti
yang telah ditentukan.
a. Peran Aktif
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya memiliki peran aktif
dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) lebah madu galo-galo di
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Kabupaten Pasaman, sebagai upaya menciptakan alternatif penghasilan masyarakat yang
tetap menjaga kelestarian hutan. KPHL bertanggung jawab memberikan dukungan teknis,
fasilitasi, dan pelatihan kepada KUPS dalam metode budidaya lebah yang ramah
lingkungan (Rohman, 2024b). Peran ini bertujuan untuk membantu masyarakat
mengurangi ketergantungan pada penebangan kayu secara ilegal.

Namun, program ini menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan sumber daya,
seperti anggaran dan tenaga pendamping, serta kurangnya koordinasi antara KPHL dan
KUPS menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas dukungan teknis dan bantuan
yang diberikan. Masyarakat yang terlibat dalam program ini juga belum sepenuhnya
mengadopsi teknik budidaya modern, dan sebagian dari mereka masih melakukan
penebangan liar karena melihatnya sebagai sumber ekonomi yang lebih cepat (Hikmah,
2021).

Berdasarkan pengamatan ini, perlu ada peningkatan pengawasan, koordinasi, dan
edukasi agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan
(Suwito, 2020). Dengan memperkuat peran KPHL dalam pengawasan dan koordinasi,
diharapkan program pemberdayaan lebah madu galo-galo dapat memberikan manfaat
ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hutan lindung
di wilayah Pasaman.

Dapat di pahami bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya
dalam pemberdayan lebah madu galo-galo pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS) di Kabupaten Pasaman memiliki peran aktif yang signifikan. Namun, ada sejumlah
tantangan yang menghambat optimalisasi program pemberdayaan ini. Maka untuk
mencapai keberhasilan yang lebih signifikan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) Pasaman Raya perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat koordinasi dengan
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dan mengatasi kendala sumber daya yang ada.
Ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan usaha perhutanan sosial dan
b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif masyarakat dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo di Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kabupaten Pasaman sangat penting untuk keberhasilan
program dan pelestarian hutan. Partisipasi aktif dari anggota KUPS, yang terlibat langsung
dalam kegiatan budidaya, berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya
menjaga ekosistem hutan (Ilham, 2019). Namun, ada tantangan yang dihadapi, seperti
kurangnya pemahaman anggota tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan dan
masih adanya praktik penebangan kayu ilegal. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih
lanjut dan pendampingan intensif dari KPHL, pemerintah, dan akademisi.
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Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya hutan dan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak untuk
mencapai keberhasilan program pemberdayaan. Untuk meningkatkan partisipasi,
diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah, KPHL, dan
masyarakat harus bekerja bersama untuk menciptakan sistem pengelolaan hutan yang
tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui usaha seperti budidaya lebah madu,
tetapi juga melindungi ekosistem hutan secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat akan
lebih efektif jika mereka diberdayakan secara ekonomi dan ekologi, serta didukung oleh
kebijakan dan pengawasan yang lebih baik (Kurniati, 2023).

Dapat pahami bahwa pendapat tersebut menekankan sisi positif dari program terkait
peningkatan ekonomi, namun juga menunjukkan kebutuhan akan dukungan tambahan,
terutama dalam hal peralatan dan akses ke pasar, serta peningkatan keterampilan budidaya
di kalangan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tanjung Betung.

c. Peran Pasif

Peran pasif dalam kelompok menunjukkan bahwa kontribusi anggota yang berperan
pasif memiliki peran penting dalam keberhasilan program, seperti yang terjadi pada
program pemberdayaan lebah madu galo-galo di KUPS. Anggota yang berperan pasif
memberikan dukungan dari belakang, memberi ruang bagi anggota yang lebih ahli untuk
menangani tugas-tugas teknis (Dako, 2020). Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan KPHL
Pasaman Raya mengakui bahwa variasi tingkat partisipasi dalam kelompok adalah hal
wajar dan perlu dihargai. Sinergi antara peran aktif dan pasif membantu menjaga
keseimbangan dan memastikan keberhasilan ekonomi serta kelestarian ekologi hutan.

Peran pasif juga penting dalam menciptakan keseimbangan dan kelancaran dalam
kelompok, dengan memberikan ruang bagi anggota yang lebih ahli untuk menjalankan
tugasnya tanpa terganggu oleh terlalu banyak intervensi dari anggota lain. KPHL Pasaman
Raya memahami dan menghargai peran pasif sebagai bagian dari keberhasilan kelompok,
sambil terus mendukung keseimbangan dan sinergi antara anggota yang lebih aktif dan
mereka yang berperan lebih pasif. Kemudian dapat disimpulkan bahwa peran pasif dalam
pemberdayaan lebah madu galo-galo di KUPS Kabupaten Pasaman memiliki kontribusi
yang signifikan dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas program. Meskipun tidak
selalu terlibat langsung dalam aktivitas teknis, anggota yang berperan pasif tetap
memberikan sumbangan berharga dengan mendukung proses dan memberi ruang bagi
anggota lain yang lebih ahli untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif

Simpulan
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Program pemberdayaan lebah madu galo-galo di KUPS Kabupaten Pasaman
menunjukkan pentingnya tiga peran utama, yaitu peran aktif KPHL Pasaman Raya sangat
penting dalam memberikan koordinasi, pelatihan, dan pengawasan. Namun, keterbatasan
sumber daya dan koordinasi yang kurang efektif masih menjadi kendala yang perlu diatasi.
Selanjutnya peran partisipatif masyarakat krusial untuk keberhasilan program masih
diperlukan peningkatan pemahaman tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan dan
kolaborasi yang lebih baik antar pihak terkait. Kemudian peran pasif juga berkontribusi
dalam mendukung operasional program melalui kegiatan pendukung, menciptakan
keseimbangan di dalam kelompok.

Saran

Diharapkan KPHL Pasaman Raya dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi
antar pihak, optimalisasi sumber daya pendukung, Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran
Masyarakat dan Penguatan Kolaborasi Lintas dalam pemberdayaan lebah madu galo-galo
di Kabupaten Pasaman
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